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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan 

masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). 

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog 

yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun 

beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan 

kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan 

kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat 

mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara 

pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara 

pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan 

masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan 

hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, 

serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan 

diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan 

memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, 

penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan 

menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir 

dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, 

FKP penting untuk diselenggarakan pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi 

Produk Hewan. 
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2. Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan dilaksanakannya kegiatan FKP ini adalah: 

a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan, memberikan 

masukan dan saran kepada BPMSPH atas layana yang diterima selaku pengguna 

layanan. 

b. Memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada 

anatara lain terkait penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang diterapkan 

oleh BPMSPH, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: 

a. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan (BPMSPH) sehingga dapat 

menimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik/pengguna layanan. 

b. Bagi BPMSPH: 

- Sarana mengajak dan mendidik publik 

- Mendapatkan masukan/saran dari masyarakat/public berkaitan dengan 

Standar Pelayanan yang disusun untuk kemudahan dan kelancaran 

pelaksanaanya 

- Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas 

kebijakan yang diterapkan  

c. Bagi publik/pemangku kepentingan: 

- Ruang partisipasi masyarakat 

- Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijkan yang diterapkan 

- Memperoleh kepastian pelayanan melalui pengawasan yang dilakukan 

- Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan peneyelenggara 

-  Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

  

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi: 

a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik 

b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik 

c. Pemberian penghargaan kepada customer 
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B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari : Kamis 

Tanggal : 18 Juli 2024 

b. Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan dilaksanaakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting di Balai 

Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan di Bogor 

  

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Forum konsultasi publik diselenggarakan oleh Balai Pengujian Mutu dan 

Sertifikasi Produk Hewan 

b. Peserta FKP 

Peserta yang hadir meliputi akademisi/dosen, mahasiswa/pelajar, Dinas 

Peternakan Kota Bogor, UPT Kementerian Pertanian, privat sector/ Unit 

Usaha swasta dan masyarakat. Jumlah peserta hadir sebanyak 100 peserta. 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP dilakukan daring memalui aplikasi zoom meeting. 

4. Susunan Acara FKP 

Tanggal Jam Uraian Narasumber 
Pendamping/ 
Moderator 

18 Juli 
2024 

08.30 – 08.45 Registrasi Panitia   

08.45 - 09.00 

Undangan dan peserta 
masuk ruang zoom 
1. Video profil 
2. Video pelayanan 

Panitia   

09.00 - 09.15 

Pembukaan MC   

Pembacaan Doa Panitia   

Menyanyikan Lagu 
Indonesia raya 

Panitia   

  09.15 – 
09.30 

Sambutan dan Arahan 
Dirkesmavet 

Dirkesmavet Panitia 

09.30 - 10.00 Arahan SPP BPMSPH Ka BPMSPH 
Ka Subbag TU 

10.00 - 10.45 
Materi Pelayanan 
Publik 

ORI 
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10.45 - 11.00 
Sosialisasi “Spill B” dan 
“Hallo BPMSPH” 

Ka Subbag TU 
dan 
Subkordinator 
penyiapan 
sampel 

11.00 - 11.30 
Diskusi dan tanya 
jawab 

  
Subkoordinator 
penyiapan 
sampel 

11.30 - 11.45 
Pembacaan Berita 
Acara Forum Konsultasi 
Publik 

Subkordinator 
penyiapan 
sampel 

Panitia 

11.45 - 12.00 Penutup Panitia Panitia 
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C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

Kegiatan secara daring dihadiri oleh sekiar 100 pengguna jasa baik dari 

pelayanan pengujian, sewa bimtek, magang dan uji profisiesi. Dalam sesi diskusi 

disampaikan bahwa masukan atau tanggapan dan keluhan yang tidak 

terakomodir selama pelaksanaan FKP, dapat disampaikan melalui aplikasi 

Whatsapp customer service BPMSPH dan email yang telah disediakan oleh 

penanggungjawab FKP. Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik yang dilakukan secara daring, diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan 

yang disampaikan oleh pengguna layanan. Adapun masukan, aspirasi dan 

keluhan yang disampaikan oleh publik antara lain: 

a. Keterbatasan bahan pengujian untuk beberapa bahan pengujian laboratorium 

di BPMSPH menyebabkan kesulitan bagi Unit Usaha untuk memenuhi 

persyaratan ekspor dan lalu  lintas produk hewan. 

b. Informasi penyelesaian pengujian pada surat kontrak belum dapat di akses 

pada aplikasi IVLab sehingga belum memberikan informasi terkait estimasi 

waktu tanggal keluar hasil uji. 

c. Waktu lamanya penyelesaian hasil uji yang tampil dan tertuang di dalam surat 

kontrak adalah waktu penyelesaian hasil uji terlama dari keseluruhan 

pengujian sehingga disampaikan agar dapat ditampilkan di IVLAB sesuai 

dengan lama waktu penyelesaian hasil uji sesuai dengan janji layanan balai. 

d. Diharapkan di IVLab dapat menampilkan surat kontrak yang menyertakan  

identitas nama sampel beserta jenis pengujian dan lamanya waktu pengujian 

karena yang muncul di aplikasi hanya kode sampel, sehingga customer tidak 

tahu sampel yang mana yg sdh selesai. 

e. Akreditasi metode pengujian agar mengkonversi acuan metode uji karena 

beberapa pengujian yang ada di BPMSPH masih menggunakan acuan SNI 

yang lama 

f. Permohonan terkait KIE tentang edukasi terkait pemilihan telur asin yang baik. 

 

2. Analisis 

Regulasi berkenaan dengan pemenuhan persyaratan ekspor dan lalu lintas 

produk hewan dengan pengujian tertentu terutama daging sapi, telur dan daging 

ayam menyebabkan semakin meningkatnya permintaan pengujian produk hewan. 

Akses pelayanan yang mudah, dan cepat sangat diharapkan oleh pengguna 
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layanan. BPMSPH dituntut untuk memberikan layanan prima kepada pengguna 

layanan. Dengan semakin banyaknya pengguna layanan mengajukan 

permohonan pengujian maka semakin banyak pula masukan aspirasi dan keluhan 

dari pengguna layanan. Beberapa tanggapan yang disampaikan oleh perserta 

pada acara FKP diantaranya adalah:  

a. Bahan uji merupakan hal penting untuk melakukan pengujian, namun 

ketidaktersediaan beberapa bahan pengujian laboratoium di BPMSPH 

menyebabkan kesulitan bagi unit usaha untuk memenuhi persyaratan ekspor 

dan lalu lintas produk. Hal ini terjadi karena adanya pemotongan anggaran 

menyebabkan pembelian bahan uji terbatas serta beberapa bahan uji harus 

import dan indent menyebabkan bahan uji terlambat.  

b. Aplikasi IV lab merupakan aplikasi nasional yang bertujuan untuk memberikan 

kemudahan dan kelancaran pelayanan informasi hasil pengujian kepada 

pengguna layanan,  

o Aplikasi IV Lab. memberikan informasi terkait estimasi waktu tanggal 

keluar hasil uji, waktu hasil uji yang tampil adalah waktu terlama dari 

keseluruhan pengujian sedangkan dalam 1 nomor pengujian terdapat 

lebih dari 1 jenis pengujian. Sehinga pengujian yang sudah selesai 

terlebih dahulu tidak bisa langsung diketahui. 

o Pada Surat Kontrak tidak menampilkan identitas nama sampel dan hanya 

nomor sampel sehingga menyulitkan customer yang mengirimkan lebih 

dari 2 sampel pengujian.    

c. Akreditasi ISO/IEC 17025 merupakan bentuk pengakuan formal kompetensi 

laboratorium sebagai persyaratan diterimanya hasil pengujian yang diperlukan 

oleh berbagai pihak di dunia untuk kegiatan ekspor. BPMSPH merupakan 

salah satu laboratorium pengujian yang telah terakreditasi ISO 17025, namun 

ada beberapa pengujian di BPMSPH yang masih menggunakan acuan SNI 

yang lama. Namun demikian dalam pelaksanaannya BPMSPH melakukan 

validasi terhadap metode pengujian tersebut dan sudah terkakreditasi. Terkait 

dengan belum update nya SNI terkait metode uji bukan merupakan ranah nya 

BPMSPH sehingga BPMSPH hanya dapat menyarankan kepada pembuat 

regulasi agar dapat memperbaharui SNI tersebut. 

d. Telur merupakan sumber protein lengkap yang murah dan mudah di dapat, 

namun masa simpan telur singkat sehingga salah satu upaya untuk 

mengawetkan telur dengan cara pengasinan yang sering digunakan untuk 
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menjaga kualitas telur karena pembuatannya yang mudah dan ekonomis. 

Tingginya kadar garam pada telur asin dan cara pemilihan telur yang baik 

untuk diasinkan penting untuk disampaikan ke masyarakat.     

3. Rencana Aksi 

Rencana aksi yang akan dilakukan berdasarkan rekomendasi kegiatan tersebut 

adalah sebagai berikut; 

- Menindaklanjuti terkait keluahan pelanggan terkait IVLab. 

- BPMSPH memberikan solusi berupa rekomendasi laboratorium lain 

terpercaya mengantisipasi keterbatasan bahan uji. 

- Hasil pengujian akan diusahakan untuk menindaklanjuti kepada pengelola 

IVLab di Ditjend PKH agar dapat keluar sesuai dengan janji layanan yg tertera 

dalam kontrak pengujian. 

- Akan ditindaklanjuti kepada pengembang aplikasi untuk peyempurnaan 

aplikasi IVLab dengan menambahakan estimasi waktu hasil uji, nama sampel 

dan hasil uji. 

- BPMSPH melakukan pemutakhiran metode uji dengan melakukan validasi dan 

verifikasi metode uji dengan acuan yang terbaru namun jika untuk merubah 

atau memperbaharui SNI membutuhkan waktu yang tidak singkat dan harus 

mengajukan pengusulan update metode uji ke BSN sesuai SNI ISO/IEC 

17025:2017. 

- Akan diinformasikan terkait edukasi pemilihan telur asin yang baik oleh tim 

publikasi BPMSPH. 
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D. PENUTUP 

Dengan telah terlaksananya kegiatan forum konsultasi publik pada tanggal 18 

Juli 2024 secara daring yang dihadiri oleh 100 peserta dari pengguna jasa  maka 

Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan berkomitmen untuk :  

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP. 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga 

akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. 

3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat sebagai pedoman 

peningkatan layanan bagi penguna jasa BPMSPH seperti prioritas penyediaan 

bahan uji, pengusulan ke Ditjend PKH Kementerian Pertanian berkenaan 

dengan sistem IVLab tentang hasil uji sesuai dengan janji layanan dan 

pemutakhiran metode uji dengan melakukan validasi dan verifikasi metode uji 

dengan acuan yang terbaru. 

 

 Bogor,      Juli 2024 

Kepala Balai 

 

 

 

Drh. Imron Suandy, MVPH 
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LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BALAI PENGUJIAN MUTU DAN 

SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH) 

 

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BPMSPH 

yang telah ditantangani pada hari Kamis, (23) tanggal dua puluh tiga  bulan Februari tahun 

2023, Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara 

lain : 

No Rekomendasi dan Target 

Penyelesaian  

Tindak Lanjut Penjelasan 

1. BPMSPH mengusulkan  tarif 

pelayanan kepada 

Kementerian pertanian untuk 

disampaikan pada saat rapat 

penentuan tarif PNBP 

kemenkeu. 

Bentuk Tindak lanjut Tarif uji merupkan merupakan tarif 

yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah dalam PP Tarif No 35 

Tahun 2016. BPMSPH akan 

mengusulkan tarif uji kepada pusat 

(Kementerian Pertanian) untuk 

selanjutnya akan disampaikan pada 

saat rapat penentuan PP Tarif.  

Waktu Pelaksanaan Menyesuaikan jadwal rapat 

pengusulan PP Tarif oleh 

Kementerian Pertanian  

Rencana 

Aksi/Keterangan 

- Mengusulkan perubahan PP 

Tarif sesuai dengan 

kebutuhan idustri 

2 Perbaikan pelayanan melalui 

website dan sistem aplikasi 

untuk memudahkan 

pengguna akses pelayanan 

terutama registrasi pengujian. 

Selama aplikasi belum bisa di 

akses, seharusnya tidak 

ditampilkan di website. 

Bentuk Tindak lanjut Perbaikan/pengembangan 

menu/tampilan website BPMSPH 

dan pengembangan aplikasi 

pengujian (IV Lab 5)    

Waktu Pelaksanaan 6 bulan 

Rencana 

Aksi/Keterangan 

- Selama aplikasi belum jadi, 

permohonan pengujian 

dilakukan melalui WA Center 

ataupun langsung pada loket 

penerimaan sampel 

- Pengembangan aplikasi pada 

bulan maret pada tahap 
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pelatihan/bimtek penggunaan 

aplikasi IV Lab 5 kepada 

penguji dan user internal 

sebelum di launching kepada 

pengguna layanan.  

3 Waktu pengujian isolasi 

identifikasi cemaran mikroba 

akan dibicarakan dalam 

tinjauan manejemen 

Bentuk Tindak lanjut Segera mengirimkan hasil uji 

cemaran mikroba yang sudah selesai 

tanpa menunggu pengujian lengkap.      

Waktu Pelaksanaan 10-15 hari 

Rencana 

Aksi/Keterangan 

- Parameter camaran mikroba 

terdiri dari beberapa 

pengujian sebagai contoh 

(kapang & khamir, listeria 

monocytogenes, salmonella 

spp, salmonella enteritidis, 

TPC, coliform, s.aureus, dll). 

BPMSPH segera 

mengirimkan hasil sementara 

pengujian tanpa menunggu 

seluruh pengujian parameter 

cemaran mikroba selesai 

semuanya, misalkan apabila 

salah satu pengujian 

parameter cemaran mikroba 

baru selesai 1 (TPC) maka 

hasil TPC segera dikirmkan 

tanpa menunggu hasil 

parameter cemaran mikroba 

lainnya. Namun untuk tertib 

administrasi BPMSPH tetap  

mengirimkan hasil uji 

lengkapnya apabila pengujian 

telah selesai semuanya.  

 

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya. 

         Bogor, Maret  2023 

 Ka Subbag Tata Usaha 

 

Subkoordinator Penyiapan 

Sampel 

 

 

 

 

Subkoordinatro Pelayanan Teknis 

 

Drh Anik Winanningrum Drh. Wiwit Subiayanti Drh. Diyan Cahyaningsari, M.Si 

 

Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan  

 

 

 

Drh Nasirudin, M.Sc 
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